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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan diuraikan di bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 

(constitutionally entrusted power) sehingga dapat dikatakan sebagai 

main state organ atau lembaga negara utama. Selain itu BPK juga 

merupakan lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri sesuai 

yang diamanatkan didalam UUD NRI 1945. Dimana Tugas Pokok, 

Kewajiban, dan Wewenang BPK diamanatkan secara langsung oleh 

UUD NRI dan juga dipertegas lewat UU BPK. 

2. Berdasarkan UU BPK dan juga UU AP dapat disimpulkan bahwa 

BPK memiliki peran yang krusial dan penting (sentral) dalam upaya 

mewujudkan good governance di Indonesia. Bisa dikatakan apabila 

BPK sendiri tidak menerapkan AUPB atau melakukan praktek yang 

menyimpang (KKN), maka kerugian negara akan semakin besar dan 

upaya dalam mewujudkan good governance pun menjadi sulit, hal ini 

dikarenakan BPK sendiri merupakan lembaga negara yang bebas dan 

mandiri. Berdasarkan UU BPK, dalam melakukan pemeriksaan 

didasari dengan prinsip pertanggungjawaban, transfaran, 

akuntabilitas, dan profesionalsme. Selanjutnya, BPK dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan 
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dan tanggung jawab tentang keuangan negara telah 

mengimplementasikan masing-masing asas yang terdapat dalam Pasal 

10 ayat (1) UU AP. Selain itu BPK guna tetap menjaga 

indepedensinya menerbitkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Kode Etik BPK. 

B. Saran 

Berdasarkan Simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah 

perlu dilakukan pengkajian tentang kedudukan antara BPK dengan lembaga 

perwakilan rakyat (legislatif), sehingga BPK tidak seperti alat atau 

kepanjangan tangan dari lembaga perwakilan rakyat saja. Selain itu, 

diperlukan adanya perubahan dasar hukum pembentuk BPK yaitu Pasal 23 

E UUD NRI 1945 ayat (3) terkait dengan hasil pemeriksaan, menjadi BPK 

dapat menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang ditemukannya dan hasil 

pemeriksaan yang ditemukan oleh BPK diberikan kepada lembaga legislatif  

hanya sebatas pemberitahuan saja. Tidak hanya itu, diperlukan juga 

perubahan terkait pengangkatan anggota BPK dikarenakan anggota BPK 

sebelumnya dipilih oleh DPR sesuai dengan Pasal 23F UUD NRI 1945. Hal 

ini dilakukan guna menjaga kemandirian BPK dan menjamin BPK bebas 

dari pengaruh pihak lain demi terciptanya good governance. 
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